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Abstract
Budget performance is the basis for evaluating and assessing the quality of financial management 
and budgeting in government organizations, especially in local government’s agencies. The purpose 
of this study is to examine the effect of budget size (TB), budget change (PB), and previous year 
budget variance (VS) on budget performance (KA) at agencies of Gayo Lues Regency. The sample 
in this study amounted to 44 work units of regional apparatus (SKPD) for fiscal year 2016-2017. 
Data analysis using multiple linear regression model. The results show that PB has no effect on 
KA, while TB and VS have negative effect on KA.
Keywords: budget variance, budget changes, prior-year budget balance, budget performance, local 
government agencies
Abstrak
Kinerja anggaran (KA) merupakan dasar yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai kualitas 
pengelolaan keuangan dan penganggaran pada organisasi pemerintahan, terutama pada pemerintahan 
daerah dan unit kerja yang berada di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh 
Total Belanja (TB), Perubahan Belanja (PB), dan Varian Belanja Tahun Sebelumnya (VS) terhadap 
Kinerja Anggaran (KA) pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Gayo Lues. Sampel 
dalam penelitian ini berjumlah 44 SKPD untuk tahun anggaran 2016-2017. Analisis data menggunakan 
model regresi linear berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa TB dan VS berpengaruh negatif 
terhadap KA, sedangkan PB tidak berpengaruh terhadap KA.
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PENDAHULUAN
Pengukuran kinerja anggaran organisasi perangkat daerah (OPD)1 dalam pengelolaan 
keuangan daerah sangat penting untuk menilai kemampuan organisasi ini mencapai target 
yang telah ditentukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 
Tujuan RPJMD sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 
perencanaan dan penggunaan dana publik secara ekonomis, efektif, dan efisien. Oleh karena 
itu, pengelolaan keuangan di SKPD harus dilaksanakan secara akuntabel, transparan, dan 
partisipatif, diawali dengan penyusunan anggaran dan diakhiri dengan pertanggungjawaban 
serta diiringi dengan pengawasan. Semua aspek pengelolaan ini dilaksanakan secara mandiri 
oleh pemerintah daerah (Pemda) (Abdullah & Junita, 2016), namun kinerja keuangan SKPD 
sendiri belum banyak dikaji secara empiris.
Kinerja anggaran seharusnya disampaikan kepada publik dengan prinsip transaransi 
dan akuntabilitas publik. Transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengambilan 
keputusan anggaran dilaksanakan secara utuh dalam semua tahapan penganggaran, 
sejalan dengan penerapan prinsip partisipatif, yang membuka ruang untuk terjadinya 
berbagai persoalan keagenan (agency problems) dalam penyusunan, pembahasan, 
pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran (Fozzard, 2001; Halim & Abdullah, 
2006). Hal ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara pengusul (OPD/SKPD), 
tim anggaran Pemda (TAPD), kepala daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) (Abdullah, 2012; Junita & Abdullah, 2016). Anggaran yang dikelola secara 
akuntabel dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan publik dan meminimalkan 
praktik korupsi (Ott, et al., 2018).
Usulan anggaran yang diajukan OPD menjadi bahan untuk penyusunan draf anggaran 
pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan setelah ditetapkan akan menjadi tolok ukur 
dalam menilai kinerja anggaran OPD bersangkutan. Anggaran juga merupakan alat untuk 
mengalokasikan sumberdaya dalam rangka memenuhi kebutuhan publik yang dilaksanakan 
dalam bentuk tindakan berupa layanan oleh OPD, serta untuk memprediksi pendapatan 
dan pengeluaran di masa depan (Joyce, 2001; Williams & Calabrese, 2016). Sebagai agent, 
OPD memiliki kecenderungan untuk memaksimalkan usulan anggaran belanjanya, sehingga 
terjadi mark-up, yang merupakan slack dalam anggaran.
Ketidakakuratan dalam memprediksi, baik dalam bentuk mark-down pendapatan 
maupun mark-up belanja, dapat menyebabkan terjadi varian anggaran (budget variances), 
yakni selisih antara target yang ditetapkan dengan yang terealisasi, yang bermuara 
pada surplus/defisit ril dan sisa anggaran pada akhir tahun. Varian anggaran ini 
merupakan salah satu ukuran dalam penilaian kinerja anggaran pemerintahan daerah 
(Mayper, et al., 1991; Abdullah & Nazry, 2014), yang terkait erat dengan budgetary slack 
dalam penganggaran partisipatif (Abdullah, 2008). Kinerja anggaran menjadi fenomena 
yang dikaji dan didiskusikan oleh politisi, birokrat, dan pembuat kebijakan, terutama 
pemerintah pusat dalam melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah (Rezeki & 
1 OPD sama dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, 
yang dalam tulisan ini digunakan bergantian dengan tidak ada perbedaan makna.
111http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/akuntabilitas
DOI: 10.15408/akt.v13i1.14953
Determinan Kinerja Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Syukriy Abdullah
Hasanuddin, 2017; Negara, et al., 2018; Abdullah, et al., 2019). Pada beberapa negara, 
kinerja anggaran menjadi pertimbangan dalam memilih incumbent untuk menjabat kembali 
pada periode berikutnya melalui pemilihan umum (Yuliati, et al., 2017; Darmastuti & 
Setyaningrum, 2019).
Pengukuran kinerja anggaran merupakan topik diskusi yang sangat penting dalam 
mengevaluasi dan menilai kualitas pengelolaan keuangan pada organisasi pemerintahan, 
terutama pada pemerintah daerah dan OPD yang berada di dalamnya. Fenomena politik 
anggaran di daerah menunjukkan adanya kompetisi dalam pengalokasian sumberdaya di 
antara OPD, yang kadangkala melibatkan DPRD (Abdullah, 2012). Praktik desentralisasi 
fungsional dalam penyusunan anggaran melalui partisipasi OPD berimplikasi pada terjadinya 
senjangan anggaran (Widanaputra & Mimba, 2014), yang merupakan bentuk bias dalam 
penganggaran (Lukka, 1988) yang mengandung masalah keagenan (Abdullah & Halim, 
2006). Senjangan anggaran memiliki pengaruh terhadap perubahan anggaran (Forrester, 
1993; Forrester & Mullins, 1992) dan varian anggaran (Abdullah, et al., 2019), sehingga 
berdampak pada sisa anggaran di akhir tahun yang akan digunakan pada tahun anggaran 
berikutnya (Darma, et al., 2015; Abdullah & Mutia, 2017).
Pemerintah daerah melaksanakan fungsinya berdasarkan anggaran yang sudah 
ditetapkan dengan peraturan daerah, misalnya fungsi pendidikan, kesehatan, dan sosial 
(Afridzal, et al., 2019). Anggaran tersebut merupakan akumulasi dari kebutuhan belanja 
seluruh SKPD (yang memiliki besaran anggaran berbeda), yang mencerminkan beban kerja 
SKPD bersangkutan, baik untuk penyelenggaraan operasional maupun pelayanan publik. 
Pertanggungjawaban anggaran disampaikan dalam laporan realisasi anggaran (LRA), yakni 
laporan keuangan yang menggunakan basis kas dengan akun-akun bernama pendapatan, 
belanja, dan pembiayaan. LRA menyajikan informasi tentang anggaran, realisasi, dan selisih 
di antara keduanya. Oleh karena itu, dari LRA dapat diketahui capaian kinerja anggaran 
dan/atau varian anggaran, yang menunjukkan keakurasian dalam penyusunan anggaran, 
cerminan kualitas penganggaran pada pemerintah daerah.
Adanya senjangan dalam penyusunan anggaran, yang berimplikasi pada terjadinya 
varian anggaran, menunjukkan adanya masalah keagenan dalam proses penyusunan anggaran 
(Smith & Bertozzi, 1998; Halim & Abdullah, 2006; Abdullah & Nazry, 2015; Junita, 2018) 
dan kekuatan politik yang terlibat di dalamnya (Weingast, et al., 1981; Abdullah, 2012;) 
sehingga terjadi bias dalam perumusannya (Larkey & Smith, 1989). Birokrat juga memiliki 
kecenderungan moral hazard dalam penganggaran (McGuire, 1981; Blais & Dion, 1991; 
Fozzard, 2001). Masalah keagenan dapat menyebabkan pengguna informasi anggaran 
membuat kesalahan dalam melakukan analisis dan pengambilan keputusan (Gorina, et 
al., 2019).
Studi terdahulu telah menemukan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja 
atau serapan anggaran Pemda, namun dengan hasil beragam dan konteks berbeda. 
Pertama, besaran anggaran (budget size), yang mengindikasikan beban kerja dan lingkup 
tanggungjawab organisasi pemerintah. Hasil penelitian Puspitasari (2013) menunjukkan 
bahwa besaran anggaran berkaitan dengan serapan anggaran, berbeda dengan temuan 
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Ruhmaini, et al. (2018) yang menyatalan bahwa besaran anggaran tidak berpengaruh 
terhadap serapan anggaran belanja langsung. 
Kedua, perubahan anggaran. Lestari, et al. (2014) menemukan bahwa serapan 
anggaran berhubungan positif dengan perubahan anggaran. Zakiati (2016) menyatakan 
bahwa penambahan alokasi belanja pada SKPD di Kota Sabang menjadi kendala bagi 
SKPD dalam merealisasikan anggarannya. Lebih spesifik, temuan Ruhmaini, et al. (2018) 
menunjukkan bahwa perubahan anggaran berpengaruh negatif terhadap serapan anggaran 
belanja langsung di SKPD. Perubahan dalam komponen anggaran belanja sendiri memiliki 
korelasi satu sama lain, misalnya perubahan belanja tidak langsung berkorelasi positif 
dengan belanja langsung (Nikmawati, et al., 2016).
Ketiga, sisa anggaran tahun sebelumnya berpengaruh negatif terhadap serapan 
anggaran (Darma, et al., 2015). Studi terdahulu menemukan bahwa sisa anggaran tahun 
sebelumnya berpengaruh negatif terhadap serapan anggaran belanja langsung SKPD 
(Ruhmaini, et al., 2018) dan pendidikan (Afridzal, et al., 2019). Namun, secara kasuistik, 
beberapa SKPD di Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2015 yang mengalami peningkatan 
jumlah sisa anggaran tahun sebelumnya, justru memiliki serapan anggaran yang tinggi 
pada tahun bersangkutan (Abdullah, 2020). Hal ini kemungkinan disebabkan adanya 
pemrioritasan sisa anggaran tahun sebelumnya dalam merealisasikan anggaran dan 
anggaran kas dilaksanakan dengan baik. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder untuk menguji pengaruh besaran anggaran 
belanja, perubahan anggaran belanja, dan varian anggaran tahun sebelumnya terhadap 
kinerja anggaran OPD (diukur dengan varian belanja tahun berjalan) pada pemerintah 
daerah Kabupaten Gayo Lues. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan anggaran 
dan sisa anggaran tahun sebelumnya berpengaruh negatif terhadap serapan anggaran SKPD, 
sedangkan besaran anggaran tidak memiliki berpengaruh. Oleh karena itu, dibutuhkan 
kebijakan terkait dengan upaya untuk mengurangi sisa anggaran pada akhir tahun, misalnya 
dengan memperketat evaluasi usulan anggaran OPD, baik dalam anggaran awal maupun 
anggaran perubahan. Masalah keagenan eksis karena ketidakmampuan pemerintah daerah 
dalam pengendalian anggaran secara komprehensif.
METODE 
Sampel dan Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dokumen Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Laporan Realisasi APBD Kabupaten Gayo 
Lues untuk tahun anggaran 2016-2017. Data tersebut diperoleh dari Badan Pengelolan 
Keuangan Daerah (BPKD). Populasi penelitian ini adalah SKPD pada pemerintah Kabupaten 
Gayo Lues sebanyak 50 SKPD. Sampel dipilih menggunakan purposive sampling, dengan 
kriteria: tidak mengalami perubahan struktur/organisasi dan memiliki anggaran dan 
perubahan anggaran relatif besar, yakni lebih besar dari Rp1.000.000.000. Berdasar kan 
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Tabel 1. Sampel Penelitian
No. Nama SKPD No. Nama SKPD
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 23. Satuan Polisi Pamong Praja dan WH
2. Dinas Kesehatan 24. Sekretariat MAA 
3. Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian 25. Sekretariat MPU 
4. Dinas Pekerjaan Umum 26. Sekretariat MPD
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi dan UKM 27. Sekretariat Baitul Mal
6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 28. Sekretariat DPRK
7. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 29. Sekretariat Daerah 
8. Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota 30. Rumah Sakit Umum Daerah
9. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 31. Sekretariat KORPRI
10. Dinas Syariat Islam 32. Dinas Perpustakaan
11. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) 33.
Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul 
Hisbah
12. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 34. Kecamatan Blangkejeren
13. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 35. Kecamatan Kutapanjang
14. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 36. Kecamatan Rikit Gaib
15. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa 37. Kecamatan Terangun
16. Bappeda 37. Kecamatan Dabun Gelang
17. BKPP 39. Kecamatan Pining
18. Kantor Perpustakaan dan Arsip 40. Kecamatan Pantan Cuaca
19. Kantor Lingkungan Hidup 41. Kecamatan Tripe Jaya
20. KPPTSP 42. Kecamatan Blangpegayon
21. Kantor PP dan KB 43. Kecamatan Blangjerango
22. Inspektorat Daerah 44. Kecamatan Puteri Betung
Operasionalisasi Variabel 
Model regresi dalam penelitian ini menggunakan satu variabel terikat bernama Kinerja 
Anggaran (KA), dan tiga variabel bebas, yakni: Total Belanja (TB), Perubahan Belanja (PB), 
dan Varian Belanja Tahun Sebelumnya (VS). Definisi dan pengukuran variabel-variabel ini 
adalah sebagai berikut:
• Kinerja Anggaran didefinisikan sebagai sisa anggaran belanja SKPD yang tidak terserap 
sampai akhir tahun anggaran, yang menggambarkan kinerja anggaran SKPD selama 
satu tahun anggaran. Pengukuran variabel KA menggunakan selisih antara anggaran 
belanja setelah perubahan dengan realisasi belanja.
• Total Belanja (TB) adalah variabel yang menggambarkan besaran tanggungjawab 
suatu SKPD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Semakin besar anggaran 
belanja suatu SKPD, maka semakin berat beban yang harus dilaksanakannya. Variabel 
ini diukur dengan menggunakan angka jumlah anggaran belanja SKPD dalam APBD 
murni/sebelum dilakukan perubahan selama tahun berjalan.
• Perubahan Anggaran Belanja (PB) mencerminkan penyesuaian anggaran belanja SKPD 
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dengan kebutuhan dan kebijakan lain selama tahun berjalan. Besaran PB mencerminkan 
kualitas penganggaran SKPD yang ditetapkan pada akhir tahun anggaran sebelumnya. 
Variabel ini diukur dengan menggunakan angka berupa selisih antara anggaran belanja 
SKPD setelah perubahan dengan jumlah anggaran belanja murni/sebelum perubahan.
• Varian Belanja Tahun Sebelumnya (VS) mencerminkan kinerja anggaran belanja 
tahun lalu yang menambah beban SKPD selama tahun berjalan. Pengukuran variabel 
ini menggunakan angka selisih antara anggaran belanja setelah perubahan dengan 
realisasinya, keduanya menggunakan data tahun lalu.
Model Analisis 
Model analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda menggunakan 
persamaaan: Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e, dengan Y adalah Kinerja Anggaran (KA), a 
adalah konstanta, b1-3 adalah koefisien regresi, X1 adalah Total Belanja (TB), X2 adalah 
perubahan anggaran belanja (PB), X3 adalah Varian Belanja Tahun Sebelumnya (VS), dan e 
adalah error terms atau variabel lain yang mempengaruhi variabel Y, yang tidak dimasukkan 
dalam model penelitian ini. Model ini digunakan untuk memprediksi perubahan variabel 
KA dengan prediktor berupa variabel TB, PB, dan VS.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Statistik Deskriptif
Secara ringkas, statistik deksriptif data penelitian dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.
Tabel 2. Analisis Statistik Deskriptif
No. Nama Variabel Minimum Maksimum Rata-Rata
1. Kinerja Anggaran (KA) -40462822 28.222.310.503 1.832.069.678
2. Total Belanja (TB) 1.363.500.000 190.863.347.257 21.312.714.821
3. Perubahan Anggaran Belanja (PB) -31.411.285.462 28.470.563.130 299.638.238
4. Varian Belanja Tahun Sebelumnya (VS) -21.974.694.381 26.144.825.935 98.842.609
Sumber: Data Penelitian, 2019 (Diolah)
Variabel Kinerja Anggaran (KA) memiliki nilai rata-rata Rp1.832.069.678, dengan 
nilai terendah sebesar minus Rp40.462.822 dan tertinggi sebesar Rp28.222.310.503. 
Artinya, varian belanja SKPD, yang dihitung dengan mengurangkan anggaran belanja SKPD 
dengan realisasi belanja SKPD bersangkutan, relatif besar. Terlebih lagi jika dibandingkan 
dengan Total Anggaran Belanja (TB), yang rata-rata sebesar Rp21.312.714.821, dengan 
nilai terendah dan tertinggi masing-masing Rp1.363.500.000 dan Rp190.863.347.257. Jika 
dibandingkan antara rata-rata KA dengan rata-rata TB, diperoleh angka 0,08596 atau 8,6%. 
Hal ini bermakna bahwa terjadi varian anggaran atau ketidak-akuratan dalam memprediksi 
anggaran sebesar 8,6% pada SKPD Kabupaten Gayo Lues selama tahun 2016-2017.
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Variabel perubahan belanja (PB) memiliki nilai rata-rata sebesar Rp299.638.238, dengan 
nilai terendah sebesar minus Rp31.411.285.462 dan tertinggi sebesar Rp28.470.563.130. 
Nilai terendah adalah perubahan terbesar berupa penurunan, sedangkan nilai tertinggi 
adalah jumlah terbesar penambahan anggaran belanja. Secara rata-rata, perubahan anggaran 
adalah 1,41 persen dari jumlah anggaran belanja di awal tahun (murni).
Variabel varian anggaran tahun sebelumnya (VS), sebagai pengukur kinerja anggaran 
tahun lalu, memiliki nilai rata-rata sebesar Rp98.842.609, lebih rendah dari tahun ke-n yang 
sebesar Rp1.832.069.678. Hal ini bermakna bahwa akurasi anggaran semakin membaik 
dari tahun 2016 ke tahun 2017.
Hasil Pengujian Hipotesis
Hasil pengolahan data dengan menggunakan model regresi linier berganda untuk 
pengujian hipotesis dapat dilihat pada Tabel berikut:
Tabel 3. Hasil Pengujian Hipotesis
   KA = 264680636,973 + 0,071TB + 0,061PB + 0,259VS + e
t-value 0,480 5,681 0,746 2,637
Sig. value 0,632 0,000* 0,458 0,010*
F-Value/Sig. 15,112/0,000
R/R2/Adj.R2 0,592/0,351/0,327
Catatan: * siginifikan pada α = 5%.
Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2018.
Hasil pengujian dengan menggunakan model regresi ditunjukkan pada Tabel 3. Secara 
bersama-sama, semua variabel bebas, yakni TB, PB, dan VS berpengaruh terhadap KA 
(secara statistik signifikan pada α=5% dengan nilai F sebesar 15,112 dan nilai sig. sebesar 
0,000). Ketiga variabel tersebut memberikan pengaruh sebesar 35,10 persen terhadap 
Kinerja Anggaran untuk data SKPD Kabupaten Gayo Lues tahun 2016-2017. 
Beberapa determinan Kinerja Anggaran (varian belanja) telah ditemukan sebelumnya, 
misalnya oleh Lestari, et al. (2014), Darma, et al. (2015), Rahmah, et al. (2017), 
Ruhmaini, et al. (2018), dan Abdullah, et al. (2019). Mereka menyatakan bahwa Besaran 
Anggaran, Perubahan Anggaran dan Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya secara bersama-
sama membawa dampak terhadap Serapan Anggaran. Hal yang sama dinyatakan oleh 
Darma, et al. (2015), bahwa serapan anggaran (kebalikan dari varian anggaran) tidak 
dapat dipisahkan dari peranan perubahan anggaran dan sisa anggaran tahun sebelumnya. 
Variabel lain yang mungkin berpengaruh adalah politik yang menyebabkan keterlambatan 
dalam pengesahan anggaran (Hanif & Suparno, 2017; Rezeki & Hasanuddin, 2017), 
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Pengaruh Total Belanja terhadap Kinerja Anggaran
Hasil regresi menunjukkan nilai koefisien regresi variabel TB sebesar 0,071, nilai t 
sebesar 5,681 dan nilai sig. sebesar 0,000. Artinya, secara statistik variabel TB berpengaruh 
signifikansi positif terhadap Kinerja Anggaran (KA). Hasil ini menunjukkan bahwa Kinerja 
Anggaran SKPD pada Pemda Kabupaten Gayo Lues dipengaruhi oleh besaran beban yang 
ditanggung oleh SKPD bersangkutan. Peningkatan atau penurunan variabel total belanja 
sejalan dengan peningkatan atau penurunan kinerja anggaran SKPD sebesar 0,071 satuan. 
Hasil ini mendukung temuan Rahmah, et al. (2017). Ia mengungkapkan bahwa Besaran 
Anggaran berpengaruh terhadap Serapan Anggaran. Peningkatan Besaran Anggaran membawa 
dampak pada meningkatnya beban SKPD, sehingga semakin sulit untuk merealisasikan 
anggaran tersebut. Hal ini terjadi jika diasumsikan tidak terjadi peningkatan kapasitas SKPD 
dalam pelaksanaan anggaran dan proses penyusunan anggaran tidak berkualitas. Namun, hal 
ini berbeda dengan temuan Abdullah, et al. (2019) yang menggunakan data Kota Banda Aceh, 
dimana tidak ada pengaruh besaran anggaran belanja terhadap serapan anggaran belanja SKPD.
Rendahnya kualitas penyusunan anggaran kemungkinan menjadi penyebab mengapa 
besaran anggaran berpengaruh terhadap serapan atau kinerja anggaran. Ada beberapa hal yang 
menandai ini, diantaranya: (1) tidak adanya standar belanja dan/atau kegiatan yang menjadi 
pedoman bagi SKPD dalam penyusunan RKA-SKPD; (2) penentuan pagu anggaran untuk setiap 
SKPD tidak didasarkan pada kebutuhan dan kemampuan SKPD dalam merealisasikannya; 
dan (3) adanya “intervensi” dari politisi untuk memasukkan kegiatan dalam anggaran SKPD, 
meskipun tidak sejalan dengan prioritas pembangunan pada tahun bersangkutan.
Hasil penelitian ini memberikan pemahaman bahwa jumlah alokasi belanja SKPD yang 
besar menjadi alasan bagi SKPD untuk berkinerja buruk dalam pelaksanaan anggarannya. 
Praktik bahwa SKPD mengusulkan anggaran sendiri namun tidak selalu diakomodir oleh 
TAPD dan/atau DPRD, menjadi paradoks. Kecenderungan DPRD memotong anggaran yang 
diusulkan oleh SKPD justru mendorong SKPD melakukan penggelembungan atas usulan 
belanjanya (mark-up). Hal ini kadang menjadi boomerang, karena ternyata pemotongan 
anggaran oleh DPRD tidak terjadi. Semakin besar alokasi anggaran belanja untuk SKPD, 
maka semakin tinggi kinerja anggaran menunjukkan adanya komitmen SKPD untuk 
merealisasikan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya. 
Pengaruh Perubahan Anggaran Belanja terhadap Kinerja Anggaran 
Nilai koefisien variabel Perubahan Anggaran Belanja (PB) bertanda positif dengan nilai 
sebesar 0,062 memiliki makna bahwa setiap terjadi kenaikan anggaran belanja dalam perubahan 
anggaran sebesar 1 kali atau 100%, maka realisasi belanja SKPD akan meningkat sebesar 
0,061 kali atau 6,1%. Nilai sig. variabel PB sebesar 0,458 menunjukkan bahwa variabel ini 
tidak berpengaruh secara siginifikan terhadap varian anggaran SKPD. Artinya, varian belanja 
SKPD tidak terkait dengan perubahan anggaran belanja pada periode bersangkutan. 
Kecenderungan penambahan alokasi belanja pada saat perubahan anggaran ternyata 
tidak berdampak pada penurunan varian anggaran, begitu juga sebaliknya. Meskipun 
sebagian penambahan alokasi belanja bersumber dari sisa anggaran riil (kenaikan dalam 
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anggaran untuk sisa anggaran tahun sebelumnya setelah audit oleh auditor independen 
selesai), ternyata tidak tidak terkait dengan varian anggaran atau serapan anggaran. Menurut 
Anessi-Pessina, et al. (2012), perubahan anggaran justru digunakan untuk memperbaiki 
kinerja anggaran, dimana varian anggaran belanja semakin kecil. 
Temuan ini menarik. Artinya, perubahan anggaran pada SKPD di Pemda Kabupaten Gayo 
Lues tidak sejalan dengan konsep yang menyatakan bahwa perubahan atau penyesuaian 
anggaran adalah untuk memperbaiki kinerja (Forrester & Mullins, 1992; Anessi-Pessina, et 
al., 2012). Berdasarkan data beberapa SKPD, perubahan anggaran belanja langsung relatif 
tinggi, terutama berupa penurunan alokasi belanja. Namun, model regresi ternyata tidak 
menemukan adanya kaitan antara perubahan anggaran dengan varian anggaran, yang 
merupakan indikator dari kinerja anggaran (Abdullah, et al., 2019). 
Varian anggaran merupakan indikasi adanya ketidak-akuratan dalam penganggaran, 
sekaligus sebagai dampak dari adanya senjangan anggaran (Abdullah, et al., 2019). Secara 
teknis, bagi sebagian besar birokrat daerah, perubahan anggaran sering dipandang sebagai 
perluasan dari proses anggaran (Forrester & Mullins, 1992). Hanya saja, proses perubahan 
anggaran (rebudgeting) relatif tidak terbuka dan cenderung sangat teknis, sehingga memberi 
peran lebih besar kepada administratur, bukan pada publik dan legislatif (Anessi-Pessina, 
et al., 2012). Menurut Forrester & Mullins (1992), rebudgeting memiliki dampak berbeda 
untuk fungsi pelayanan yang berbeda. Temuan Lestari, et al. (2014) dan Darma, et al. (2014) 
menunjukkan adanya pengaruh positif perubahan anggaran terhadap serapan anggaran 
pada pemerintah daerah, sementara temuan Ruhmaini, et al. (2018) menunjukkan hasil 
sebaliknya, yakni perubahan anggaran berpengaruh negatif terhadap serapan anggaran. 
Hasil-hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian di Kabupaten Gayo Lues, yang 
tidak menemukan adanya pengaruh PB terhadap KA.
Pengaruh Varian Belanja Tahun Sebelumnya terhadap Kinerja Anggaran
Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa variabel Varian Belanja Tahun Sebelumnya 
(VS) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,259. Artinya, setiap kenaikan variabel VS 
sebesar satu kali atau 100%, maka realisasi belanja SKPK akan menurun (atau varian 
tahun berjalan naik) sebesar 25,90%. Nilai signifikansi (p-value) variabel VS sebesar 0,010, 
lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, menunjukkan bahwa secara statistika, variabel VS 
berpengaruh positif terhadap KA pada SKPD pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
Penurunan Kinerja Anggaran SKPD (atau varian belanja meningkat) sebagai akibat 
dari kenaikan VS menunjukkan bahwa “warisan” dana anggaran yang berasal dari tahun 
lalu akan mengurangi kemampuan SKPD dalam menyelesaikan seluruh alokasi anggaran 
yang menjadi kewajibannya selama tahu berjalan. Varian belanja tahun sebelumnya secara 
empiris terbukti akan membebani anggaran tahun berikutnya karena harus diprioritaskan 
pelaksanaannya di awal tahun anggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja anggaran 
tahun lalu berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran tahun berjalan. Hasil penelitian 
ini relevan dengan temuan Darma, et al. (2015), Syahputra (2016), Rahmah, et al. (2017), 
dan Ruhmaini, et al. (2018) yang menyatakan bahwa serapan anggaran dipengaruhi oleh 
sisa anggaran tahun sebelumnya. 
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Varian belanja tahun sebelumnya pada suatu SKPD mencerminkan ketidakmampuan SKPD 
merealisasikan seluruh anggaran belanja yang sudah ditetapkan untuk SKPD tersebut pada 
tahun lalu. Varian belanja tahun lalu memiliki kaitan logis dengan tahun berjalan. Fenomena 
menarik di lapangan adalah seringnya keputusan politik dalam penganggaran untuk perubahan 
tahun lalu yang “membebani” anggaran pada tahun berikutnya sebagai kegiatan luncuran 
atau lanjutan. Keputusan politik dimaksud adalah mengalokasikan sumberdaya untuk suatu 
kegiatan pada saat perubahan anggaran dilakukan, meskipun sampai akhir tahun anggaran 
bersangkutan diyakini tidak dapat diselesaikan, dengan harapan akan ada “proyek luncuran” 
yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Praktik ini merupakan bentuk perilaku 
oportunistik pengambil keputusan anggaran sebagai agent, yang membuat keputusan untuk 
keuntungan pribadi (self-interest) dengan mengorbankan kepentingan sebagian principal-nya, 
yakni masyarakat pembayar pajak. Masyarakat dirugikan karena akan ada kegiatan tahun 
berjalan yang tidak tercapai targetnya sebagai implikasi dari pemrioritasan “proyek luncuran” 
yang lahir sebagai akibat adanya sisa anggaran tahun lalu ini.
Kegiatan yang tidak dapat diselesaikan sampai akhir tahun anggaran akan dilanjutkan 
pelaksanaan kegiatannya pada tahun anggaran berikutnya, tanpa perlu menunggu persetujuan 
DPRD untuk menyetujui penetapan Perda tentang APBD tahun berikutnya. Sisa anggaran 
dari tahun lalu untuk penyelesaian proyek yang sudah ditetapkan dapat digunakan 
langsung, meskipun APBD belum ditetapkan dalam bentuk Perda dan/atau peraturan 
kepala daerah. Pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari sisa anggaran tahun 
lalu akan diprioritaskan oleh SKPD, meskipun kegiatan dan anggaran yang baru untuk 
tahun berjalan telah ditetapkan. 
Kegiatan lanjutan yang dananya telah tersedia dengan pasti akan dilaksanakan terlebih 
dahulu, sementara kegiatan baru untuk tahun anggaran berkenaan harus melalui proses 
administrasi dan tendering sebelum dilaksanakan. Adakalanya terjadi masalah atau ada 
kendala dalam pelelangan dan pelaksanaan kegiatan tahun berjalan sehingga sampai akhir 
tahun anggaran belum terealisasi sepenuhnya, yang berakibat pada serapan anggaran yang 
lebih rendah (Sukadi, 2012). Ketika kegiatan lanjutan sudah “cukup” untuk memenuhi 
“preferensi gizi SKPD”, maka pelaksanaan kegiatan murni tahun berjalan bukanlah prioritas 
yang menjadi kewajiban untuk diselesaikan selama tahun berjalan. Sangat mungkin kegiatan 
tahun berjalan sengaja tidak diselesaikan agar bisa menjadi “tabungan” untuk awal tahun 
berikutnya melalui media SILPA (sisa lebih pembiayaan anggaran) pada akhir tahun.
Implikasi Hasil Penelitian
Ada beberapa hal yang perlu dilakukan pemerintah daerah, yakni: pertama, perlunya 
memperhatikan alasan perubahan anggaran terkait dengan sisa anggaran yang dapat 
terjadi sebagai akibat dari perubahan tersebut. Fenomena di SKPD menunjukkan adanya 
ketidakmampuan dalam menyusun rencana belanja secara baik, sehingga melakukan 
“revisi” pada saat perubahan anggaran di tahun berjalan. Adakalanya “revisi” ini sudah 
direncanakan sejak awal, misalnya dengan cara menggelembungkan anggaran, terutama 
untuk kegiatan yang selesai dilaksanakan sebelum perubahan anggaran, untuk kemudian 
“digeser” ke kegiatan lain yang anggarannya dianggap kurang.
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Kedua, realisasi anggaran belanja harus direncanakan dengan baik agar tidak menumpuk 
pada akhir tahun anggaran. Pelaksanaan kegiatan biasanya mulai dilaksanakan di triwulan 
kedua karena di triwulan pertama pemerintah daerah masih disibukkan dengan urusan 
administrasi keuangan dan proses pengadaan barang dan jasa (tendering). Namun, ada 
beberapa kegiatan yang dapat dilaksanakan sejak awal, terutama yang bersifat rutin dan 
kegiatan yang tidak membutuhkan proses pelelangan (boleh penunjukan langsung). 
Ketiga, memberikan insentif kepada SKPD yang dapat merealisasikan anggarannya 
secara efektif dan efisien, sehingga serapan anggaran tetap tinggi. Serapan anggaran pada 
suatu kegiatan yang tidak mencapai seratus persen sering terjadi karena adanya efisiensi 
dalam pelaksanaannya, sehingga perlu mendapat apresiasi dari pimpinan daerah. Efisiensi 
ini bisa menjadi dasar pertimbangan untuk menentukan standar belanja kegiatan pada 
periode berikutnya. Bentuk insentif yang dapat diberikan kepada SKPD atau pejabat di SKPD 
tersebut adalah alokasi anggaran untuk kegiatan yang bisa membuat mereka berkembang, 
seperti mengikuti pelatihan, workshop, atau seminar di luar daerah, yang relevan dengan 
fungsi dan tugas mereka. Selain alokasi anggaran, mereka juga dapat diberikan piagam 
penghargaan atau nominasi sebagai SKPD terbaik dengan mendapat hadiah sejumlah uang.
Keempat, melakukan analisis tentang penyebab terjadinya penumpukan realisasi anggaran 
pada akhir tahun anggaran dan melibatkan stakeholders dalam melakukan pengawasan atas 
pelaksanaan kegiatan di lapangan. Proses lelang dalam pengadaan barang dan jasa sering 
bertele-tele dan kolutif, sehingga tidak berjalan lancar sebagaimana mestinya. Begitu juga 
dengan keterlambatan dalam penyelesaian administrasi oleh staf yang tidak berkompeten, 
sehingga pelaksanaan kegiatan dan pembayarannya baru dapat dilakukan menjelang akhir 
tahun anggaran (triwulan ketiga dan keempat). Penggunaan teknologi informasi dapat 
mengefisienkan proses administrasi ini.
Implikasi untuk penelitian selanjutnya adalah: pertama, menggunakan pendekatan 
campuran (mixed methods) dalam mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi serapan 
anggaran. Artinya, kombinasi data kuantitatif perlu dilengkapi dengan data kualitatif, sehingga 
penjelasan tentang determinan serapan anggaran bisa lebih lengkap dan komprehensif. 
Aspek keperilakuan dan politik kadang sulit dijelaskan dengan data kuantitatif, padahal 
sangat penting dalam penganggaran dan pelaksanaan kegiatan di lapangan. 
Kedua, perlunya menambah beberapa variabel bebas dan pemoderasi, mengingat praktik 
perubahan anggaran terkait dengan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 
Sebagai contoh adalah budaya organisasi, politik anggaran, kebijakan anggaran pemerintah 
pusat/provinsi, pemilihan umum kepala daerah/legislatif, dan adanya krisis ekonomi. 
Ketiga, membandingkan hasil penelitian yang menggunakan data pada pemerintah 
daerah yang menerapkan status otonomi khusus dengan yang tidak berstatus otonomi 
khusus. Hal ini terkait dengan ketergantungan fiskal atau kemandirian daerah sebagai 
akibat dari adanya dana otonomi khusus yang menjadi sumber pendanaan penting bagi 
pemerintah daerah yang berstatus otonomi khusus. 
Terakhir, melakukan kajian lebih mendalam tentang urusan atau sektor yang memiliki 
dampak langsung terhadap pelayanan publik, sehingga dapat dipahami perilaku belanja 
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secara lebih komprehensif. Kebijakan anggaran untuk SKPD yang melaksanakan fungsi 
pelayanan kesehatan (Dinas Kesehatan) berbeda dengan SKPD yang melaksanakan fungsi 
penyediaan infrastruktur (Dinas Pekerjaan Umum), begitu juga dengan fungsi social (Dinas 
Sosial) dan pertanian (Dinas Pertanian). Hal ini sejalan dengan pernyataan Forrester & 
Mullins (1992) yang menyatakan bahwa rebudgeting memiliki dampak berbeda untuk 
fungsi pelayanan yang berbeda.
SIMPULAN
Penelitian ini menemukan bahwa total belanja dan varian belanja tahun sebelumnya 
berpengaruh terhadap kinerja anggaran pada SKPD di pemerintah daerah Kabupaten Gayo 
Lues, sedangkan perubahan belanja yang tidak berpengaruh. Persentase varian belanja 
SKPD adalah sebesar 8,6% dari total belanja SKPD bersangkutan. Hasil ini memberi bukti 
tambahan terkait faktor-faktor yang dapat dikaitkan dengan kinerja anggaran institusi 
pemerintahan daerah, seperti telah diteliti sebelumnya oleh Sukadi (2012), Priatno & 
Khusaini (2013), Lestari, et al. (2014), Darma, et al. (2015), Syahputra (2016), Zakiati 
(2016), Rahmah, et al. (2017), dan Ruhmaini, et al. (2018). 
Ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, di antaranya: penggunaan sampel 
kecil dan hanya pada satu pemerintah daerah, menggunakan data sekunder terbatas untuk 
dua tahun, dan menggunakan regresi linier berganda biasa, tanpa pemoderasi dan/atau 
pemediasi. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan berbeda (termasuk mixed 
method) dan menggali determinan lain untuk tujuan mendalami isu kinerja anggaran untuk 
OPD dan Pemda ini, terutama dengan menggunakan perspektif keagenan (agency theory).
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